DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Abu Fida” Abdur raft’, 2006, Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs, Republika,
Jakarta

Al-Hikmah, 2013, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta

Andi Hamzah, 1986, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, Gramedia,
Jakarta

, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika,Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori. dan Yulkarnain Harahab, 2008, Hukum Islam Dinamika dan
Perkembangannya di Indonesia, Total media, Jakarta

Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika.
Jakarta

Barda Nawawi Arief. 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta

Djoko Prakoso, et- al., 1986, Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971,Bina Aksara, Jakarta

Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hibnu Nugroho, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,
Media Prima Aksara, Jakarta.

Indriyanto Seno Adji, 2007, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana,
Diadit Media. Jakarta

Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi, Transparency International Indonesia,
Jakarta

Kimberly Ann Elliot, 1999, Corruption and The Global Economy, edisi pertama,
terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Lexi Moleong, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Remaja Rosada Karya,
Bandung.

Lamintang, P.A.F. 2000, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Cetakan Keempat, Citra
Aditya Bakti, Bandung:



Leden Marpaung, 2005, Azas, Teori, Praktek Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

, 2011, Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan). Sinar Grafika,
Jakarta.

Lorens Bagus, 1996, Kamus Filsafat. Gramedia, Jakarta

M. Faal. 1991. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi : Diskresi Kepolisian. Pradnya
Paramita. Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,
Mandar Maju, Jakarta

Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, 2002, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan
Praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Mohammad Daud Ali, 1990, Hukum Islam : Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

P. Joko Subagyo, 1997, MetodePenelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki,. 2005, Penelitian Hukum. Kencana, Surabaya.

Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga
Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000

Rudi M Rizky (ed), 2008, Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran dalam
Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

S.R Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya, Alumni
AHM-PTHM, Jakarta

Sabri Samin, 2008, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Kholam,Jakarta
Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung

Setiawan Budi Utomo. 2003. Figih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,Gema
Press Insani, Jakarta



Sudikno Mertokusumo,. 2003. Mengenal Hukum Edisi Kelima. Liberty, Yogyakarta:
, 1991, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Suryono Sutarto; Sudarsono, 1991, Hukum Acara Pidana Jilid 11. Fakultas Hukum
Universitas Muria, Kudus

Suryono Sutarto, 1995, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang.

Soegono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta.
, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta
Soerojo Wignjodipoero, 1983, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung

Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,Bandung
Alumni.

Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam
Wacana dan Agenda, cet. ke- 1, Gema Insani Press, Jakarta

Teguh Sulista dan Aria Zumetti, Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Redaksi Cipta Media Indonesia, Buku Undang-undang dan Peraturan Tentang
Tindak Kejahatan Korupsi, Cipta Media Cet.4, Jakarta.

Trisno Raharjo, 2011, Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. Mata Padi
Pressindo, Yogyakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta

. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 1 | Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Snap.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas KKN.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Anti Korupsi Korea,(Anti-Corruption Act) Nomor 6494, 24 Juli, 2001.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 49 Tabun 2009 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2014 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
Konsep KUHP 2006.
Konsep KUHP 2008.
RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi.
C. Jurnal llmiah / Makalah
Azhar.2009, Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei
Darusalam, Jurnal Litigasi Volume 10, PH. Unpas, Bandung.
159
Arifin, Arini Indika, 2015, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,
Lex et Societatis, VVol. I11/Jan-Mar/2-15, Unsrat, Manado
Harkristuti Harkrisnowo,.2002, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum
LelP Edisi 1, Lentera Hati, Jakarta.
Kamri Ahmad,.2005,Membangun Vrsi Baru Pemberantasan Korupsi dengan Progresif, Jurnal
Progresif, Pencacian Pembebasan Pencerahan, Program S3 FH.Undip, Vol.1 No.2,

Semarang.

M. Abdul Kholik AF, 2004, Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Jurnal
Hukum FH.U11 No.26 Vol. 11, Jakarta.

Muhammadiyah, Nahdatul Ulama PartnershipKemitraan, 2010, Koruptor itu kafir, Mizan,
Jakarta

Umi Kulsum,.2009, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jumal Jute Humano, FH. Untirta,
Vol.1 Nomor 3.

Yenti Garnasih, 2006, Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan dalam



Implementasinya, Jurnal Legislasi Indonesia Depkumham RI, No.4 Vol.3. Jakarta
D. Internet

Binti. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. http://iimuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/051.
Diakses 16 Januari 2017.

Dimly Asshidigie,PenegakanHukum,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,

Rega felix, 2012, Perkembangan-Dan-Kedudukan-Hukum-Islam-DalamSistem-Hukum-
Nasional. ttps://regafelix.wordpress.com/2012/03/25/perkembangan-dan-kedudukan-
hukum-islam-dalam-sistem-hukum-nasionall.

Shartika, 2009, Tahap-Tahap Kerugian Negara,
https://shartika2009.wordpress.com/2011/04/24/tahap-tahap-kerugiannegaral!,

Takedaoz, Problematika Pelaksanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Delik
Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin,
http://http://takedaoz.blogspot.com.

Usti Rahmawati, Hukum Pidana Islam. http://ustirahmawati.wordpres.com,

Wikipedia, Mekanisme, https://wikipedia.org/wiki/Mekanisme.

E. Lain-lain

Aulia, 2004, Sistem Peradilan Pidana, Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan,
Pekalongan



